BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR \& TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN

Menimbang :

Mengingat

PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (5),
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan,
Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pajak Dan Retribusi
Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Penggan_ti'Undang—Unda_hg Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
c Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
-4, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
e _Keuangan Antara Pemermtah Pusat dan Pemermtahan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema

- Nomor 6757], ' .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881); |

6. Peraturan* Deierah Kabupateh Gorontalo Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun
2024 Nomor 1, Tambahah ‘Lembaran Daerah Kabupaten :
'Gorontalo Nomor 1),

MEMUTUSKAN: -

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA' PEMBERIAN

- KERINGANAN ~ PENGURANGAN, . PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. '

BAB I
KETENTUAN UMUM
| Pasal -1 '
Dalam Peraturan Bupan ini, yang dimaksud dengan:

1 PaJak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh o

- orang pribadi atau badan yang bersifat ‘memaksa. berdasarkan |
Undang-Undang, ‘dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan dxgunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-.
besarnya kemakmuran rakyat. o
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. 'Retnbum adalah pungutan Daerah sebagal pembayaran atas Jasa
" atau  pemberian izin. tertentu yang khusus disediakan dan/atau
dlbenkan ~oleh- Pemermtah Daerah untuk kepentmgan orang
o pmbadl atau Badan , -
: 3. Subjek Pajak adalah crang pnbad1 atau badan yang dapat dikenai
Pajak | --
. Wajlb Pajak adalah orang pribadi atau badan mehputl pembayar
' pajak pemotong paJak dan pemungut pajak yang mempunyai hak

dan kewajlban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
‘kesatuan, baik: yang melakukan USaha maupun yang 'tidak_

melakukan usaha yang mehputl perseroan terbatas, perseroan -

- komanditer, 7 -- _ perseroan

1a1nnya, badan usaha rmhk negara, badan . usaha milik daerah

‘badan usaha mlhk desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

firma, kong31, kopera31, dana penszun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan organisasi - rnassa, _ organ1sa31 sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk '
kontrak investasi kolekt1f dan bentuk usaha tetap. |

. PaJak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah
Pajak atas kepemlhkan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor '
. Bca Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat

BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak rmhk kendaraan

' _bermotor sebagai aklbat perjan_uan dua plhak atau perbuatan
L seplhak atau kcadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-

| _.'menukar, h1bah warlsan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. |

8.. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta |
gandengannya yang d1gunakan di semua jenis jalan darat atau |

kendaraan yang d1operasxkan di air yang d1gerakkan oleh peralatan

; tekmk berupa motor. atau. peralatan lamnya yang berfungsi untuk _-

- mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjad1 tenaga- '

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan o
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang. -
selanjutnya’ disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau
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4.

_ bangunan yang d1rn1l1k1, d1kuasa1, dan / atau d1manfaatkan oleh

o

'orang pr1bad1 atau Badan
~ - 10.
. ‘pedalaman.

Bum1 adalah- permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan

TBangunan adalah konstruks1 teknik yang ditanam atau dﬂekatkan

- secara.tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan

12,

Burm
Nilai Jual Objek PaJak yang selanjutnya d1s1ngkat NJOP adalah

:harga rata-rata yang d1p¢rqleh dari transaksi Jjual beli yang terjadi

13.

secara wajar, dan bilamana tidak tefdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandmgan harga dengan objek lain yang
sejenls, atau nilat perolehan baru, atau NJ OP penggant1

Bea Perolehan Hak atas. Tanah dan Bangunan yang selanjutnya

_'_dxsmgkat BPHTB - adalah Pajak atas. perolehan hak atas tanah
i dan/atau Bangunan.

14.

15.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang rnengaklbatkan dlperolehnya hak atas
tanah dan/atau Ba.ngunan oleh orang pribadi atau Badan

Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya,
sebagaimana  dimaksud dalam undang-undang  dibidang

' pertanahan dan Bangunan

16,

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang. selan_;utnya disingkat PBJT -

adalah Pajak yang d1bayarkan oleh konsumen akhir atas konsum81

| barang dan/ atau Jasa tertentu

17,
O Id1jual dan / atau dlserahkan kepada konsumen akhir.
18.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang

Makanan dan/ atau Mlnuman adalah makanan dan/atau minuman
yang dlsedlakan d1Jual dan /atau d1serahkan, baik secara langsung_

o maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

19.
o Mmuman dengan dipungut bayaran.

20,

‘Restoran adalah fasilitas penyediaan- Iayanan Makanan dan/ atau

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang d1has1lkan oleh
suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk - -

. bermacam peralatan listrik.
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Jasa Perhotelan adalah jasa penyed1aan akomodasi yang dapat

-dilengkapi dengan Jasa ‘pelayanan. makan dan minum, keg1atan'
- hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

22.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat

- parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memark1rkan

o kendaraan untuk dltempatkan di area parkir, baik yang disediakan

‘berkaitan dengan pokok usaha maupun yang d1sed1akan sebagai

~ suatu usaha, termasuk penyed1aan tempat pen1t1pan Kendaraan

" Bermotor.

23.

24,
25,

..27 |

Jasa Kesenian'_ ‘dan Hiburan adalah jasa penyediaan = atau
peﬁyelenggaraan semii_é jenis tontonan, 'pertunju_kan, permainan,
ketahgkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. |
Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau rnecha yang bentuk

'dan corak ragamnya  dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan, memprom031kan, atau menarik
perhatian umum terhadap sesuatu.

PaJak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambllan dan/atau pernanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam 1ap1san tanah atau

* batuan di bawah permukaan tanah.

28,

Pajak Mineral . Bukan Logam dan  Batuan adalah Pajak atas

- keglatan pengambllan mmeral bukan logam dan batuan dari

. sumber alam di dalam dan/atau di permukaan buml untuk

- dunanfaatkan

29

Mineral Bukan 'Logarn" dan Batuan yang selanjutnya disingkat

' -__‘__MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksud di dalam peraturan perundang~undangan dibidang

. ' '_ mineral dan batu bara
~ 30.

Pa]ak Sarang Burung Walet ‘adalah Pajak atas keglatan

. pengambﬂan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

31.

Burung Wa_let adalah satwa yang termasuk marga_collocal_ta,_ yaitu

. collncalia fuchliap haga, collocalia maXina, collocalia esculanta,

~“dan collocalia linchi.

32

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase .
tertentu. ' '

KGR [OPDAS/ISEKDRTWABLS].
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Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen
PKB adalah Opsen yang dlkenakan oleh Daerah atas pokok PKB

- . sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan
. 34.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Berrnotor yang selanjutnya

B disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dlkenakan oleh Daerah
- atas pokok BBNKB sesuau dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan 7 - .

35,

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dlSlngkat SKPD,

adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah- |

36.

- 37.

pokok pajak yang terutang

Surat Pemberitahuan PaJak Terutang, yang selanjutnya disingkat
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan PaJak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya

_ dlsmgkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah

-kekurangan pembayaran pokok ‘pajak, besarnya sanksi -

o adm1n1strat1f dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

38.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang

E selanjutnya dlsmgkat SKPDKBT ‘adalah surat ketetapan pajak
_ yang menentukan tambahan atas Jumlah pajak yang telah

39.

40.

41

d1tetapkan
Surat Ketetapan PaJak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat

'SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

pokok pajak sama besarnya dengan Jumlah kred1t pegak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

_disingkat SKPDLB, adalah surat ketétapan pajak yang menentukan
| Jumlah keleb1han pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak

lebih besar daripada pajak yang- terutang atau seharusnya tldak
terutang.

. Surat Tagihan Pajak Daerafl,, yang selanjutnya disingkat STPD,

~ adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
- administrasi berupa bunga dan/atau denda. o

42,

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang:-

"_membetulkan--:kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau -

ROROS opp AS 3[SEDA[WABUP
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kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam

- Surat- Pembentahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

e Daerah, Surat Ketetapan - Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

: Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan ..

S Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah. Lebih Bayar, |
Surat Tagihan Pajak Dacrah Surat Keputusan Pembetulan, atau
_Surat_ Keputusan Kgberatan

a3

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

- Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

~ Surat Ketetapari Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Lebih Bayar atau terhadap pernotongan atau- pemungutan oleh

| plhak ketiga yang dlajukan oleh Wajib Pajak,
44,

Nornor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

B -NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
.sarana dalam adm1mstra31 perpajakan Daerah yang dipergunakan

"sebagau tanda .pengenal dm i_atau, 1dc_r_1t1tas Wajib Pajak dalam

_- -melaksanakan hak dan. ‘memenuhi kewajiban perpajakan-

45.

daerahnya .
Nomor Induk Kependudukan adalah nomor 1dent1tas Penduduk.

*_yang bersifat unik atau__khas, tunggal, dan melekat pada seseorang

yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia sebagaimana diatur

-dalam Undang-Undang yang mengatur mengenal adm1n1stra31
| -_'chpendudukan
- 46.

Nomor Induk Berusaha yang selanJutnya d1smgkat NIB adalah

: 1dent1tas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah_,
Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran

a7,
e banding terhadap Surat Kep_utUsan Keberatan yang diajukan -oleh

Putusan Banding ad_alah_ putusan- badan peradilan pajak atas

" Wajib Pajak.

48.

Pembukuan adalah suatu proSes pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
vang me11put1 harta, kewaglban, modal, penghasilan dan biaya serta '

. jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang .-

HGROM | OHD/ AS 3[SEXDA[WABUP]
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. dltutup dengan rnenyusun laporan keuangan berupa neraca dan

'.:‘; laporan laba rugi untuk periode ’I‘ahun Pajak tersebut

740,
- fmengolah data, keterangan, dan/atau _bukt1 ‘yang dllaksanakan_

Pemenksaan adalah serangkman keg1atan menghlmpun dan

X secara objektif dan profesmnal ‘berdasarkan suatu standar

Ipemenksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

_-perpegakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

elaksanakan ketentuan _ peraturan perundang undangan
perpajakan daerah Retmbu31 adalah - pungutan Daerah ~sebhagai

| pembayaran atas Jasa atau pemberlan izin tertentu yang khusus

~ disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah un’_cuk-'

, kepentmgan orang pr1bad1 atau Badan

50.

Pemenksaan Lapangan adalah Pemcnksaan yang dﬂakukan dlr
tempat tinggal “atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat
keglatan usaha atau peker]aan bebas Wajib Pajak dan/atau

' tempat lain yang d1anggap perlu oleh Pcmenksa

31,
-Badan Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana Pe_mungu_t

52,

Pemenksaan Kantor adalah Pemenksaan yang d11akukan di kantor

Pajak dan/ atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
Pemeriksaan Ulang :adalah Pemer'iksaén'- yang dilakukan terhadap

-Wa_]lb Pajak yang telah dlterbltkan surat ketetapan pajak dari hasil:

_ Pemerxksaan sebelumnya untuk Jenls pajak dan Masa Pa;ak

, .baglan Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama.

53.

Subjek Retribusi adalah orang ‘pribadi atau ° badan yang -

menggunakan/memkmau pelayanag_ -barang, jasa, dan /atau

i perlzlnan

54,

_Wa_11b Retr1bu31 adalah orang pr1bad1 atau badan yang menurut

' pcraturan perundang~undangan d1wa31bkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, : termasul; p_emungut - a_tau pemotong

N - retr1bu31 tertentu.

55,
| 'kes_atuan, _baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

_Badan adalah sekurnpulan orang dan /atau modal yang merupakan

'- __‘- melakukan - usaha yang meliputi perseroan terbatas, perscroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan,

usaha milik daerah, badan ‘usaha milik desa, dengan nama dan. e
-dalam bentuk apa pun, ﬁrma, kong51, koperaS1 dana pensmn,"’

y

-_'i_l
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' -_persekutuan perkumpulan, yayasan, organ1sas1 massa, organisasi

L 'sos1a_l pol1t1k atau: orgamsam lamnya lembaga dan bentuk badan
- lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap

.I_Jasa Umum ‘adalah Jasa yang dlsedlakan atau diberikan oleh

o Pemermtah Daerah untuk tujuan kepentmgan dan kemanfaatan

.57

‘umum serta dapat dmlkmatl oleh orang pr1bad1 atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang d1sed1akan atau d1ber1kan oleh

Pemenntah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan

- karena pada dasarnya dapat pula d1sed1akan oleh sektor swasta.
58.

Per1z1nan Tertentu adalah keglatan tertentu Pemerintah Daerah

: dalam rangka pembeman izin kepada orang -pribadi atau Badan

- .yang dlmaksudkan untuk pemblnaan, pengaturan, _pengendallan

. .dan pengawasan atas kegiatan,' pemanfaatan ruang, serta

.penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau

| fasilitas tertentu guna mehndungl kepentingan umum dan menjaga

| kelestarian Imgkungan

59.

61.]

‘Surat Ketetapan Retnbu51 Daerah adalah yang selanjutnya di

singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya.
jumlah retribusi yang terutang

60.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD

,adalah surat untuk melakukan taglhan retribusi dan/atau sank31
-adm1mstra31 berupa bunga dan /atau denda.

Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya

dlsebut Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di hngkungan
" Pemerintah Daerah yang membenkan pelayanan dan melakukan

7. ‘pemungutan retribusi.
- 62,
-63.

Daerah adalah Kabupaten Gbrontalo. :
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pernermtahan Daerah yang memlmpln pelaksanaan urusan

- pemermtahan yang menjadl kewenangan Daerah otonom.

:64._ Bupati adalah Bupati Gorontalo.
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" BABII

: INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

B
. dapat membenkan insentif fiskal kepada pelaku usaha
- '(2) )

| -"pengurangan, kermganan dan pembebasan, atau - penghapusan

R

‘Pasal 2 _
Dalam mendukung kebgakan ‘kemudahan bennvestas1, Bupat1

Insentlf fiskal sebagmmana dimaksud pada ayat (1) berupa"

atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksmya
Insent1f fiskal sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) dapat

o dlbenkan atas permohonan Wajib PaJak dan/atau Wajlb Retribusi

" atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan

pertlmbangan
a. kcrnampuan membayar Wajlb Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

b, kondisi tertentu objek Pajak seperti objek Pa_;ak terkena

rbencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang
- __ -terjad1 bukan - karena adanya unsur kesengajaan yang
- dilakukan oleh Wajib. Pajak dan/atau plhak lain yang
bertujuan untuk menghmdan pembayaran PaJak

- c. untuk mendukung dan mehndungl pelaku usaha mikro dan

| ultra mikro;

= . d. untuk ~mendukung k.e'bijakan Pemerintah Daerah dalam

()

mencapau program pnontas Daerah dan / atau |

e. untuk mendukung kebuakan Pcmcrmtah dalam rnencapa;

program prioritas nasional.
Pembenan insentif fiskal sebagalmana dimaksud pada ayat (3)

T -merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah

5)

“dalam pengelolaan keuangan daerah,

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dah/atau Wajib

_Retnbus1 sebagaumana dlmaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf

b b d11akukan dengan memperhat1kan faktor:

ra. kepa’_cuhan pembayaran dan pelap_oran Pajak o_leh Wajib Pajak -

selama 2 (dua) tahun terakhir;

b kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; |
kontribusi usaha dan. penanaman modal Wajib Pajak_f__ L

dan/ atau Wajib Retribusi terhadap perckonomlan daerah dan
lapangan kerja di daerah yang bersangkutan, da_n J/atau

RE6a 0} D]AS 3[SEADAWABUP
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- Retribusi. pelaku usaha mikro ‘dan ultra mikro sebagalmana'

[y

§ T

d faktor lain yang d1tcntukan oleh Bupat1
Pernberlan 1nsent1f ﬁskal kepada Wa_]1b Pajak dan/atau Wajib

dlmaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan sesuai. dengan kntema
usaha m1kro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-

' undangan di bidang usaha rmkro, kec1I menengah, dan koperasi.
Pembcnan ‘insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib

Retribusi sebagalrnana dimaksud ~pada ~ayat (3) huruf d,

:ldlsesuajkan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam
' rencana pernbangunan jangka menengah Daerah. |
: -fPembenan 1nsent1f fiskatl kepada Wajib Pa_}ak dan/atau Wajib
”-Retr1bu31 sebageurnana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan

L g dalam rangka percepatan penyelesalan proyek strategis nasional.

BAB I

G TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN

- PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
‘Bagian Ke_satu

Umum
. Pasal 3 _
(1] Jems Pajak yang d1pungut berdasarkan penetapan Bupat1 terdiri
atas
~a. PBB-P2;

b -Pajak Reklame;

. ¢. "PAT, ,
_ d. Opsen PKB; dan

o : e. 'i_Opsen BBNKB.

(2) Jenls Pajak yang dipungut berdasarkan penghltungan sendiri oleh
| - Wajib Pajak terdiri atas: |

~ a. BPHTB;

b. PBJT atas
1. Makanan dan/atau Mmuman; :
' Tenaga Listrik;
Jasa perhotelan;
Jasa Parkir;
Jasa Kesenian dan Hiburan;

oA LN
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ar

c. Pajak MBLB dan

d PaJak Sarang Burung Walet _ B

Pasal 4

: Jems Retnbus1 terdiri atas:

a, Retnbus1 Jasa Umum;
b, Retnbum Jasa Usaha, dan
e Retnbu31 Perizinan Tertentu.

Pasal 5 _7

__Jenls _pelayanan yang merupakan -objek Retribusi . Jasa ‘Umum
B sebagalrnana dlrnaksud dalam Pasal 4 hurufa mehput1

- a. pelayanan kesehatan |
-~ b. pelayanan kebersxhan, o

e ‘pelayanan parkir di tepi Jalan umum; dan

d pelayanan pasar. :
Jems pelayanan yang. merupakan objek Retnbum Jasa Usaha.

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

" a. penyediaan tempat kegiatan usaha be_ﬁ‘upa pasar grosir,
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan 'téfnpat pelelangan ikan, ternak, haéil bumi, dan
hasil - ‘hutan termasuk fasﬂltas lamnya dalam lmgkungan
- tempat pelelangan, : - _ o
- ¢. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan Jalan,
d. penyedlaan tempat pengmapan / pesangrahan /v111a,
:-:::e pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

f. pelayanan jasa kepelabuhanan, |

g pelayanan tempat rekreasi, panw1sata, dan olahraga, -
h. penjualan has11 produksi usaha Pemerintah Daerah dan
" i pemanfaatan aset Daerah yang tidak = menggangu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah
dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan t1dak_ mengubah' |
status kepemilikan ‘sesuai dengan ketentuan Pératur_‘an__'.

Perundang-undangan.

GIOHP[AY/3[SEHDAWABUP, -
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(3) - Jenls pelayanan yang merupakan obJek Retr1bu31 Penzman Tertentu
- sebagaimana dnnaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ rne11put1
. a persétujuan b_angunan gedung, dan
- 'b. penggunaan _te_naga kelja asing.

Pasal 6 |

_fr :(1] Bupatl dapat memberlkan kennganan, pengurangan pembebasan

dan penundaan pembayaran atas pokok dan /atau sanks1 Pegak dan
Retnbu31 ‘ ' '

';.(2] Pembenan kermganan pengurangan pembebasan dan penundaan

pembayaran sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) d11akukan dengan
‘  memperhatlkan kondisi Wa_]lb Pajak atau Waj1b RetrlbUSI dan/atau
Objek Pajak atau Objek Retnbus1 :

(3) Kond131 waﬂb pajak atau Wa_]lb retr1bu31 yang dapat diberikan

_ kennganan . pengura_ngan pembcbasan dan penundaan
'. ~. pembayaran mehputl R i

‘a. WaJ1b pajak dan: retr1bus1 t1dak memiliki kemampuan secara

ekonom1s yang d1bukt1kan dengan Laporan Keuangan atau bukti

lamnya yang . dapat dlpersarnakan atau operasmnal kegiatan

~ tidak mcndatangkan Iaba berdasarkan laporan keuangan wajib
paJak dan retrlbu31 h o {

b Wajib pajak dan retr1bus1 tldak mernpunym harta kekayaan lagi;
dan : S o

. c WEl_]lb pajak dan retnbus1 dmyatakan paullt berdasarkan putusan

pengadllan dan setelah dllakukan penjualan harta, hasilnya

tldak mencukup1 untuk melunas1 plutang pajak dan retribusi.
_ ( ) KOI‘IdlSl ochk pajak atau ob_]ek retribusi yang dapat dlbenkan-
B keringanan, pengurangan pembebasan,_ dan = penundaan
pembayaran, me11put1 ' | . B

‘a. ObJek pajak dan. retr1bu31 terkena bencana alam sepertx gempa

buml, tsunami, gunung Meletus, banjn", kekermgan, angm topan ) |

dan tanah longsor : - i |

b Objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan. |

bcncana nasional yang ditetapkan oleh’ Pcmermtah sepertl virus

pandemﬂc yang rnenyerang manusia; : '

HORGR | ORD (A 3[SERDATWARUF)
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- C sebab tertentu yang luar blasa la,lnnya seperti kebakaran dan

wabah; dan/atau .

od. Kebljakan Pemenntah Daerah dalam rangka stlmulus ekonom1

L ataupun sebab keneukan pcnyesuaian nilai PaJak dan Retribusi.

Baglan Kedua

o Bcntuk Pembenan Kermganan Pengurangan, Pernbebasan Dan Penundaan

(1)

PaJak Dan Retribusi Daerah
Pasal 7 - >
Bupat1 berdasarkan permohonan Wajib- PaJak dan Wa_]lb Retribusi

o > rdapat memberikan kermganan, pengurangan pembebasan dan
'_:penundaan pembayaran Pa_]ak dan Retr1bu31 Daerah dengan

: ‘., 'memperhatlkan kondisi WaJIb Pajak atau Wajib Retr1bus1 dan/atau

| '_',Objek Pajak ‘atau Objek Retnbum sebagaumana dlmaksud dalam

SRR Pasal6ayat (2)
@

Permohonan- pengurangan, kermganan, dan pembebasan pajak

o sebageumana dlmaksud pada ayat (1) d1aJukan terhadap pajak dan-
retrlbu31 yang telah d1tetapkan dalam SKPD SKRD atau dokumen'
- lam yang d1persamakan R |

,.(1_)

-Pasal 8

Keringanan Pajak dan Retnbu31 Daerah d1ber1kan dalam bentuk:

~oa. angsuran pembayaran pagak dan retribusi palmg banyak 12 |

@

o (dua belas) kali dajam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
- "bulan, atau
b. penundaan pernbayaran pa_;ak dan retrlbum palmg lama 12
(dua beIas) bulan. ( :
Pembenan kermganan sebaga;mana d1maksud pada ayat (1) d1serta1 i

L 'dengan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pengurangan pajak  dan retribusi d1ber1kan dalam  bentuk

: pengurangan terhadap pokok pajak dan retr1bus1

(4)

‘Pengurangan pajak dan retribusi sebageumana dlmaksud pada ayat

(3) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen] dar1 ketetapan Pajak

dan Retribusi Daerah untuk kondisi Wajrb Pajak .sebagalmana -

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan kondisi Objek Pajak____' |

OFt AS B[SEXDA|VABU?
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hufuf a sampai
dengan huruf c. |

Pengurangan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen} dari kéi‘.etapan Pajak

(6)

dan - Retribusi Daerah untuk kondisi Objek Pajak ésebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d. :
Pembebasan pajak dan retribusi daerah diberikan dalam bentuk
pembebasan dari pengenaan pokok pajak dan retnbum

Bagian Ketiga

Prosedur dan Persyaratan Pemberian Keringanan, Pengurangan, I:’embebasan

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

dan Penundaan Pajak dan Retribusi Daerah
Pasal 9 {
Pemohon mengajukan permohonan keringanan, - pcngurangan,
pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah secara
tertulis kepada Bupati melalui: T
a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
| pemerintahan dibidang pendapatan untuk Pajak Dgerah, atau
b. Kepala Perangkat Daerah Pemungut untuk Retribusfi Daerah.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
persyaratan administrasi. |
Pemohon hanya dapat mengajukan 1 (satu) bentuki keringanan,
pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setlap objek

- pajak dan/atau retribusi.
_Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlajukan dalam
" jangka waktu paling lama:

a. 3 (tlga) bulan sejak tanggal diterimanya STPD atau STRD

b. 1 {satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau SKRD; atau

c. 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terlampaui, pengajuan permchonan keringanan, _pengurangan,
pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah
dinyatakan daluarsa, kecuali Wajib Pajak atau Wajib retribusi dapat
menunjukkan bahwa terjadi bencana alam, bencana npn alam, atau.

KagaclOpP|AS[SEIDA|WABUP)|
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sebab tertentu scbagalmana dnnaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf

a sarnpa1 dengan huruf c. ,

Format - permohonaf sebagmmana dimaksud pada ayat (1)
-.tercantum dalam lampiran I yang merupakan baglan txdak
_terpxsahkan dari Peraturan Bupat1 ini.

| " Pasal 10
Persyaratan admlmstras1 sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

. 2) terdm dari:

(2

a. perrnohonan dla_]ukan secara tertuhs dalam bahasa Indonesia

-dan dltandatangam oleh wapb pa_|ak atau wajib retnbus1 dengan
| .._dlsertal alasan yang jelas; | ’
b fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku;
c fotocopy STPD, STRD, SKPD SKRD atau dokurnen lain yang
" dipersamakan; | | | f
d. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk' lain yang
dlpersamakan, _ o ﬁ
e. tidak memiliki tunggakan PaJak dan Retribusi sebelumnya atas
| --ob_]ek pajak dan Ob_]ek retr1bu51 yang dlmohonkan keringanan,
| ‘pengurangarn, _dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah,
kecuali teljadi' kondisi 'ol-).j.ek pajak dan objek retribusi
b sebagaimana’ dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a sampai

dengan huruf ¢; dan’

- f. tidak diajukan - keberatan atas SKPD atau SKRD yang

_': dimohonkan kennganan, pengurangan, dan. pembebasan Pajak
- dan Retribusi- Daerah atau dalam hal diajukan keberatan, telah

leterbltkan Surat Keputusan Keberatan dan | atas Surat

Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan bandmg
‘Dalam hal perrnohonan diajukan oleh bukan WaJ1b Pajak atau Wajib

Retnbusa sebagaJmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a, wajib

o melamp1rkan surat kuasa.

@

telah diajukan, pemohon tidak mengajukan banding atas Surat

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

Keputusan Keberatan.

e i oin A9 3[SEKPA|WABUP
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'-'pemenksaan berkas permohonan paling lama 1. (satu) bulan sejak

DR U A

Pasal 11 o i |
Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retnbu51 melakukan

. tanggal d1ter1manya berkas permohonan secara lengkap dan benar

(4)

(1)

" Retribusi. o |

@

: atau menolak

- sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9.
@
- oleh T1m tekms pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau

‘Pemeriksaan berkas sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dilakukan

E

T1rn teknis sebagaumana d1maksud pada ayat (2) d1tetapkan oleh

’Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retnbu31

Tim teknis sebagannana dlmaksud pada ayat (2) dalam
melaksanakan pemenksaan berkas permohonan dapat melakukan

pemnjauan ke - lokasi keglatan dan/atau mermnta dokumen

- penunjang.

Hasil pemenksaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) dlgunakan
sebagau dasar pengambﬂan keputusan oleh Bupati untuk menerima

. Pasal 12
Keputusan Bupati atas permohonan kermganan, pengurangan,.

pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan

pallng lama 6 (cnam] bulan terh1tung sejak tanggal diterimanya

' y'permohonan sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 8 secara lengkap

(3)

_' dan benar.

| _(._2],_

Keputusan sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) dapat berupa

a. menerlrna sebag1an, _

b, menerima seluruhnya; atau
~ ¢. menolak. '

Apabila ; _]angka ‘waktu sé_bé,gimana_ dimaksud pzida ayat. (1)

~terlampaui, dan tidak - 'ada ~suatu -~ keputusan, ' permohonan

(4)_

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dianggap d1ter1ma
Permohonan kennganan, - pengurangan, pembebasan dan
_';‘penundaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagannana dxmaksud :

pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa

. pajak dan rctnbum

| miﬁa OHD[Ag 3[SEKDAIWABUP
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(5)

s ] tcrplsahkan dari Peratura.n Bupat1 ini.

(1)
| Wa_ub Pajak berupa

(2).

3)

. -18-

F‘ormat Keputusan Bupat1 sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
tercantum ‘dalam - Iamplran I yang . mcrupakan bag1an tidak

BAB v |
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH
Pasal 13 - '

'Bupat1 dapat membenkan kemudahan perpajakan Daerah kepada

a perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak;
dan/atau_ o R . :
b. pernbenan fasﬂltas angsuran atau penundaan pembayaran
- Pajak terutang atau Utang Pajak. '
Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pa_;ak
sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) huruf a dlberlkan kepada
Wapb Pajak ‘yang mengalann keadaan kahar sehmgga Wajib Pajak |

- tldak mampu memenuhl kewajlban Pajak pada waktunya _
- Perpan_]angan batas " Waktu pembayaran atau pelaporan Pajak

B o sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a dapat d1ber1kan Bupati -

- secara Jabatan atau - berdasarkan permohonan Wapb Pajak yang

o dltetapkan dalam keputusan Bupau

“Pemberian - fa3111tas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
'terutang atau Utang Pajak sebagmmana dimaksud pada ayat (1)

o ihuruf b dilakukan dalam hal Wa}lb Pajak mengalaxm kesulitan
g hkuldxtas atau keadaan kahar Wajib Pegak sehmgga Wa]lb Pajak
L t1dak rnampu memenuh1 kcwajlban _ pelunasan 'Pajak  pada

V'_waktunya o

| (S]“

_Pembenan fasﬂltas angsuran atau penundaan pcmbayaran Pajak

terutang atau Utang PaJak sebaga:ma.na dimaksud pada ayat (4)

L dapat diberikan Bupatl berdasarkan permohonan Wayb PaJak yvang

d1tetapkan dalam keputusan Bupat1

6
‘Pajak terutang - sebagaimana - dimaksud pada ayat' (4), Bupati
_ memperhatlkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PaJak S

)

}_Dalam pembcnan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran' |

selama 2 (dua) tahun terakhir.

:Keputusan Bupat1 atas permohonan Wajib - Pajak sebagmmana'

nufium| QHD [AS JISEKDATWABDP




d1maksud pada ayat (5), dapat berupa

a.  menyetujui Jumlah angsuran PaJak dan/atau masa angsuran
- atau lamanya penundaan sesuai - dengan permohonan Wajib
. Pa_} ak : . !

b.- menyetujm sebaglan jumlah angsuran Pajak dan i/ atau masa

(8)

(%)

(10)

(11)

angsuran. atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib
~ Pgjakjatau. |
" c.' | menolak permohonan Wajib PaJak
Persetujuan atau persetujuan sebaglan angsuran atau penundaan
-sebagaimana . dlmaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling

lama diberikan untuk Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- Pembayaran angsuran setlap masa angsuran dan pembayaran Pajak

yang ditunda disertai bunga sebesar 0, 6% (nol koma enam persen)
-per bulan dan jumlah Pajak yang mas1h harus dlbayar, untuk
jangka waktu pahng larna 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian
dan bulan dihitung pcnuh 1 (satu) bulan, | '
Keadaan kahar sebagmmana dimaksud pada ayat (2)_§ dan ayat (4)

mehpun '
a. ~bencana alam;
b. kebakaran _
C. : kerusuhan massai atau huru hara,

d. wabah penyaklt dan/atau

e. . keadaan lain berdasarkan pertlmbangan Bupati.

Format Keputusan Bupati - sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)

.tercantum dalam ‘lampiran yang merupakan I:I)ag1an tidak

terplsahkan dar1 Peraturan Bupat1 ini. I
BABV C

KETENTUAN PENUTUP _

~ Pasall4 = | i

ada saat Peraturan Bupat1 ini mulai berlaku

', a. Peraturan Bupau Gorontalo Nomor 73 Tahun _éOlO tentang -

Tata Cara Pengurangan Bea Perolehan ‘Hak Atas Tanah Dan.
Bangunan Kabupaten Gorontalo (Benta Daerah Kabupaten N
Gorontalo Tahun 2010 Nomor 73;

Ki6s ofp]asg]sexdawasue] -
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b. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 37.c Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran
Angsuran Serta Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2013 Nomor 40;

c. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 37.d Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 41;

d. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 37.e Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 42;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 (Ver 2-03%

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 20 (vel 202¢
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

</

BUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 18

BERITA DAR




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GOROTALO
'NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG ;
TATA, CARA PEMBERIAN  KERINGANAN,
PENGURANGAN, = PEMBEBASAN  DAN

.+ PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUS;I DAERAH

- FORMAT SURAT PERMOHONAN

_.'?Tempat Tanggal ‘Bulan.... Tahun, ;

. Lampiran : 1 (satu) berkas ’

. Hal ": Permohonan kefinganan, pengur_angan, pelhbjebasan dan.
.~ penundaan Pajak dan Retribusi Dacrah* E

" Kepada¥th. o - |

L Bupati Gorontalo ST _
Cq Kepala Badan/Dmas.................'.....".....'....:..._ ........

N T
Limboto

,Dengan Horrnat
Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama D eieieeesseseines resateasisbinssrasesssnseses s reeseroniens
NPWPD/NIK/NIB . :.cocoerrenees et SRR
Alamat B OO TSRO TS S

| 'Desa/Kelurahén ‘ Pevanns SRR s .............

CKECAMALAN e eeeesess e es e s e heveenrerins

| '_.V"_.,'Kabupaten/Kota : D ettt et s, SO
- | Sebagai wajib pajak/ retnbu31/ kuasadarl :

. Nama Orang/Badan O OO SO SO SRR S

" NPWPD/NIK/NIB & eoovrrcnrirncrsce fepres s s s esssse s dnnressines
: Alamat _ N | RO peresre e iveraiainns ; ......... .
, Desa/Kelurahan ' D eenetiicreserteeieaarneesibissinerseneisesstosisisnainns srarieneaes aeaes
Kecamatan e, STOUUUOTPR S j .............

~Kabupaten/Kota e tre e et e se st e e e s arabnens O T



.99

-7,'Dengan ini mengajukan permohonan kermganan, pengurangan pembebasan

S pajak/ retnbu31 dengan data sebagaimana terlamplr ]

~ dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah* sebesar. ovuse atells ketetapan
| . .

o 3 -Adapun yang rnen_]ad1 alasan perrnohonan ini adalah sebagai benkut

-------------

------------

Dem1k1an permohonan ini, atas perhatla_n dan terkabulnya permohonan ini
d1ucapkan terlmakasm " - ' '

'Hormat Saya - |
Wajib Pajak/Kuasa

{ Nama Lengkap)
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LAMPIRANII
PERATURAN BUPATI GORONTALO

|

|

NOMOR 18 ‘TAHUN 2024 |
!
|

TENTANG |
TATA ~CARA PEMBERIAN  KERINGANAN,
PENGURANGAN, -~ PEMBEBASAN DAN

PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Mﬁ

]
FORMAT KEPUTUSAN BUPATI _GORONTALO
NOMOR: ...............................

TENTANG -
PERSETUJ UAN/ PENOLAKAN PERMOHONAN KERINGANAN, PENGURANGAN
PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PAJAK DA_N RETRIBUSI DAERAH '

BUPATI GORONTALO,
- |
Menimbang : a. Surat Permohonan Wajib Pajak/Retribusi .L.....coiiniis ;
b. Hasil Pemeriksaan ...... ;
dst; | :
Mengingaf o 1E ................. ;
2.dst; B | |

Memperhatlkan 1. Peraturan Bupan Gorontalo Nomor Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pernberlan Kermga.nan, Pengurangan, Pembebasan Dan
Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Berlta Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor);
2. Dst

!
:
i

i

MEMUTUSKAN : |
Menetapkan : KEPUTUSAN  BUPATI GORONTALO | TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN ~ KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH | |



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

-24.

Menolak/Menerima (seluruhnya/sebagian permohonan :
Nama Wajib Pajak/Retribusi

NPWPD/NIK/NIB R T —
Jenis Pajak/Retribusi

Noihor SKPD/SERIMEEE.. & . ivcconmiismnmmmnsrnsmsnssnnns amaannnnansans
Masa Pajak/Retribusi

...............................................

Perhitungan pembayaran Pajak/Retribusi adalah sebagai
berikut:

.........................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 Me4 2024

NELSON/PUMALINGO
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LAMPIRAN 1II
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR @ TAHUN 2024

TENTANG |
TATA CARA PEMBERIAN  KERINGANAN,
PENGURANGAN, = PEMBEBASAN DAN

L
| PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSEI DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

- NOMOR : .eiercnnnes veesarneienies |

TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN ANGSURAN /PENUNDAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI GORONTALO,

I

Menimbang : a. Surat Permohonan Wajib Pajak/Retribusi iveveeereenns ;
[
' b. Hasil PemeriksSaan ....eeeeeieisiesnsrnnsrensicns t ....... ;
dst; |
Mengingat ¢ Lioeioseeseesssosssseseenes PP e RO R
2.dst;

¢

Memperhatikan: 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun 2(;)24 tentang
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan
Dan Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah iBerita Daerah

Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor }; .

2, Dst
MEMUTUSKAN : o |
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO = TENTANG
| PERSETUJUAN/PENOLAKAN 'PERMOHONAN

ANGSURAN/ PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KESATU : Menqlak/ Menerima (seluruhnya/sebagian perrnohéman :



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

26-

Nama Wajib Pajak/Retribusi

NPWPD/NIK/NIB B B R AR A RS
Jenis Pajak/Retribusi

Nomor SEPD SEREIE S oo § o vmsomassssssie ssssss s s8msss 8 s
Masa Pajak/Retribusi

...............................................

Tahun Paiale [RETEIIE . T oo sesesmmysssmmss s ssssobm

Perhitungan pembayaran Pajak/Retribusi adalah sebagai
berikut:

-----------------------------------------------------------------------------------------

. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 20 V€T 202y
LBUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO



